SALINAN

BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA

NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN BENGKULU UTARA

Menimbang :

Mengingat

TAHUN 2022-2042

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKULU UTARA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan
ayat (4} Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu
menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara
tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bengkulu
Utara Tahun 2022-2042;

1. Pasal 18 ayat (6} Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran
Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat
Nomor 5 Tahun 19586 {Lembaran Negara Tahun 1956
Nomor 56), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun
1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57} tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja
Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan
Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasio (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara

diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja ({Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);




6.

10.
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14.
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 4833)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang
Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun
2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5671);

Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2022 tentang
Kebijakan Industri Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 114);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
Peraturan  Menteri  Perindustrian Nomor 110/M-
IND/PER/12/2015 Tahun 2015 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan
Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1917);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018
tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Industri Daerah Provinsi Dan
Rencana Pembangunan Industri Daerah Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 153);
Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 9 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Bengkulu
Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu
Tahun 2019 Nomor 9);

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 2
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2006-
2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun
2008 Nomor 2);



Menetapkan :

15

16.

17.

-3-

. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 11
Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2015-2035 (Lembaran
Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 03,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara
Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah
Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 14,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara
Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 3 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu
Utara Tahun 2020 Nomor 3).

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 2
Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021-
2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun
2021 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA
dan
BUPATI BENGKULU UTARA

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
INDUSTRI KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2022-2042

BAB
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Utara.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah.



10.

11.

-4-

Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah
yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya-upaya
perencanaan, implementasi dan pengendalian, dalam
rangka mewujudkan nilai tambah sesuai dengan yang
dikehendaki.

Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang
bertalian dengan kegiatan industri.

Rencana Pembangunan Industri Kabupaten yang
selanjutnya disingkat RPIK adalah penjabaran dari visi,
misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta
program dan kegiatan dalam perencanaan dan
pembangunan industri Kabupaten untuk jangka waktu 20
(dua puluh) tahun.

Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang
mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber
daya industri sebingga menghasilkan barang yang
mempunyai  nilai tambah atau manfaat lebih tinggi,
termasuk jasa industri.

Industri Strategis adalah Industri yang penting bagi
negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak,
meningkatkan atau menghasilkan nilai tambah sumber
daya alam strategis, atau mempunyai kaitan dengan
kepentingan pertahanan serta keamanan negara dalam
rangka pemenuhan tugas pemerintah Negara.

Industri Hijau adalah Industri yang dalam proses
produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan
efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan
sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri
dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat
memberikan manfaat bagi masyarakat.

Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan
kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan
prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola
oleh Perusahaan Kawasan Industri.

BABII
MAKSUD, TUJUAN, RUANG LINGKUP DAN ASAS

Bagian Kesatu
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini :

a.

b.

Pedoman bagi Perangkat Daerah dan instansi terkait
dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan industri;
Pedoman bagi Pelaku Industri dan masyarakat dalam
membangun industri Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini :

a.

Meningkatkan peran industri sebagai pilar dan penggerak
perekonomian Kabupaten Bengkulu Utara berbasis
ekonomi kerakyatan;

Meningkatkan industri Kabupaten Bengkulu Utara yang
mandiri, berdaya saing dan maju, serta berwawasan
lingkungan (industri hijau);
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Menjamin  kepastian berusaha dan persebaran
pembangunan industri ke seluruh wilayah Kabupaten
Bengkulu Utara;

Membuka kesempatan berusaha dan perluasan
kesempatan kerja; dan

Meningkatkan pendapatan asli daerah guna mewujudkan
kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Bengkulu
Utara secara berkeadilan.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dari Peraturan Daerah ini meliputi:

a.

b
C.
d.
e

industri unggulan;

jangka waktu RPIK;

pelaksanaan;

pelaporan dan pengendalian; dan
pembiayaan.

Bagian Ketiga
Asas

Pasal 5

Perindustrian diselenggarakan berdasarkan asas:

e e o

(2)

kepentingan nasional;

demokrasi ekonomi;

kepastian berusaha;

pemerataan persebaran;
persaingan usaha yang sehat; dan
keterkaitan Industri.

BAB III
INDUSTRI UNGGULAN

Pasal 6

Industri Unggulan yang dapat dikembangkan terdiri
dari:

a. Industri Pangan;

b. Industri Hulu Agro;

c. Industri Farmasi, Kosmetik dan Alat Kesehatan; dan
d. Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka.

Selain Industri Unggulan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Pemerintah Daerah dapat mengembangkan
Industri lain yang potensial dan merupakan prioritas
daerah.

Pasal 7

Industri Unggulan dikembangkan dengan pendekatan
kewilayahan yang mendasarkan pada potensi sumber daya di
daerah.
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(2)

3)

(1)
(2)

(1)

(2)

Pasal 8

Pengembangan Industri Unggulan harus memberi manfaat
bagi kesejahteraan masyarakat;

Pemerintah Daerah menyiapkan sumber daya manusia
untuk masyarakat dalam upaya akses kesempatan kerja
pada Industri Unggulan;

Pemerintah Daerah mendorong kemitraan usaha mikro
kecil dan menengah dengan Industri Unggulan.

BAB IV
JANGKA WAKTU RPIK

Bagian Kesatu
Masa Berlaku

Pasal 9

RPIK ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh)
tahun;

RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau
kembali setiap 5 (lima) tahun.

Bagian Kedua

Sistematika

Pasal 10
RPIK disusun dengan sistematika sebagai berikut:
a. BABI : PENDAHULUAN;

b. BABII : GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT
PEMBANGUNAN INDUSTRI;

c. BABIII : VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH
SERTA TUJUAN DAN SASARAN
PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN
BENGKULU UTARA;

d. BABIV : STRATEGI DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN
BENGKULU UTARA;

e. BABV : PENUTUP.
RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB YV

PELAKSANAAN

Pasal 11

Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap
pelaksanaan program pembangunan industri daerah;
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Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program
pembangunan industri daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) menjalin sinergi dengan Pemerintah Pusat,
Pemerintah Provinsi dan dapat bekerjasama dengan
pemangku kepentingan;

Penyelenggaraan kerjasama sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) mengacu pada peraturan perundang-undangan
yang mengatur tentang kerjasama daerah.

BAB VI
PELAPORAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Pelaporan

Pasal 12

Bupati menyampaikan laporan terhadap pelaksanaan
RPIK Tahun 2022-2042 kepada Gubernur Provinsi
Bengkulu melalui Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan urusan bidang perindustrian secara
berkala setiap tahun;

Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) paling sedikit meliputi pertumbuhan industri,
kontribusi sektor industri terhadap Produk Domestik
Regional Bruto (PDRB), penyerapan tenaga kerja sektor
industri, realisasi investasi sektor industri dan ekspor
produk industri termasuk permasalahan dan langkah-
langkah penyelesaian sektor industri.

Bagian Kedua
Pengendalian

Pasal 13

Bupati melaksanakan pengendalian terhadap
Pelaksanaan RPIK Tahun 2022-2042;

Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dalam bentuk pembinaan, monitoring dan
evaluasi;

Pembinaan, monitoring dan evaluasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat
Daerah yang melaksanakan wurusan di Bidang
Perindustrian.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan dalam pelaksanaan RPIK Tahun 2022-2042
dibebankan pada:

a.
b.
c.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional;
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
Sumber Pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.
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PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN BENGKULU UTARA
TAHUN 2022-2042

UMUM

Setiap daerah mempunyai corak pertumbuhan ekonomi yang berbeda
dengan daerah lain. Oleh sebab itu perencanaan pembangunan
ekonomi suatu daerah pertama-tama  perlu mengenali karakter
ekonomi, sosial dan fisik daerah itu sendiri, termasuk interaksinya
dengan daerah lain. Dengan demikian tidak ada  strategi
pembangunan ekonomi daerah yang dapat berlaku untuk semua
daerah. Namun di pihak lain, dalam menyusun strategi pembangunan
ekonomi daerah, baik jangka pendek maupun jangka panjang,
pemahaman mengenai teori pertumbuhan ekonomi wilayah, yang
dirangkum dari kajian terhadap pola-pola pertumbuhan ekonomi dari
berbagai wilayah, merupakan satu faktor yang cukup menentukan
kualitas rencana pembangunan ekonomi daerah.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian,
terbitnya Peraturan Pemerintan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana
Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035 yang selanjutnya disebut
RIPIN 2015- 2035 menempatkan industri sebagai pilar ekonomi masa depan
dan mendorong kepada pemerintah untuk mengembangkan industri secara
terencana hingga ke daerah.

Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bengkulu Utara
mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-
2035 dan Kebijakan Industri Nasional (KIN) serta Rencana Pembangunan
Industri Provinsi Bengkulu (RPIP). Rencana Pembangunan Industri
Kabupaten Bengkulu Utara dimaksudkan untuk mempertegas keseriusan
Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara dalam mewujudkan tujuan
penyelenggaraan perindustrian yang dilaksanakan sesuai amanat ketentuan
Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Perindustrian.

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2

Cukup jelas.
Pasal 3

Cukup jelas.
Pasal 4

Cukup jelas.
Pasal 5

Cukup jelas.
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Pasal 6

Cukup jelas.
Pasal 7

Cukup jelas.
Pasal 8

Cukup jelas.
Pasal 9

Cukup jelas.
Pasal 10

Cukup jelas.
Pasal 11

Ayat {2} Yang dimaksud dengan pemangku kepentingan adalah pihak
yang langsung atau tidak langsung dapat bekerja sama
dalam pelaksanaan program pembangunan industri daerah.

Pasal 12

Cukup jelas.
Pasal 13

Cukup jelas.
Pasal 14

Cukup jelas.
Pasal 15

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA NOMOR 5



BAB VIl
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Ditetapkan di Arga Makmiur
pada tanggal 27 Desember 2022
BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

MIAN

Diundangkan di Arga Makmur
pada tanggal 27 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA,

ttd
FITRIYANSYAH
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2022 NOMOR 5
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU : (5/49/2022);

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab. Bengkulu Utara

(=

DESMAN SIBORO, S.H
Penata Tk. I {II1/d)
NIP. 197001102010011003




